BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUJURAN
DALAM TRADISI PERKAWINAN SUKU TIDUNG PULAU
TARAKAN KALIMANTAN UTARA

A. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Pemberian Jujuran dalam Tradisi

Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara

Pelaksanaan pemberian mahar di dalam hukum Islam memang memiliki
fungsi dan tujuan untuk memberikan ke maslahatan baik bagi pihak
mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Sedangkan dalam pembahasan
jujuran harus ada kesediaan atau kesepakatan mengenai besaran jumlah dari
jujuran itu yang harus disepakati oleh pihak laki-laki kepada pihak

perempuan.

Jujuran pada asasnya disiapkan oleh pihak jejaka, bisa terjadi si jejaka
sendirilah yang menyiapkannya, atau disiapkan oleh orang tuanya atau
dalam hal si jejaka adalah yatim piatu atau karena sebab-sebab lain uang
untuk jujuran belum mencukupi, disiapkan secara gotong royong oleh
kerabat dekatnya. Suku tidung menganggap jujuran sebagai pengganti jerih
payah mendidik dan membesarkan si gadis, dan dengan telah dibayarnya
jujuran oleh pihak si jejaka maka orang tua si gadis harus melepaskan hak-
haknya atas diri anak gadisnya. Anggapan seperti ini tampaknya masih

berlaku, namun uang jujuran tidak lagi dibagi di wanita-wanita kerabat dekat
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melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. Jujuran juga bisa

digunakan untuk membiayai keperluan seperangkat acara pernikahan.

Bentuk jujuran biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya dan
sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran.
Akan tetapi umumnya sering bentuk jujuran itu adalah uang. Nominal yang
harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki cukup mahal bagi mereka yang
berekonomi menengah kebawah. Bagaimana tidak, jujuran dengan kisaran
Rp. 5.000.000 adalah nominal paling rendah tanpa pesta. Terkadang pihak
perempuan mematok jujuran Rp.10.000.000 keatas. Belum ditambah yang
lain, seperti tempat tidur, kelambu, lemari, cincin, seperangkat make-up dan
lain sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang menarik apabila nominal jujuran
tersebut sedikit, pasti undangan yang akan disebarkan juga sedikit. Menurut
data yang peneliti peroleh bahwa pesta perkawinan itu dibiayai dari jujuran
pihak laki-laki, dan karena jujuran sedikit maka jumlah undangan juga
sedikit. Sebab pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan

tambahan biaya perkawinan tersebut.

Jujuran yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita
beralasan bahwa jujuran tersebut dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan perkawinan, membelikan peralatan rumah tangga, barang-
barang keperluan anaknya suami istri yang baru kawin, yang kesemuanya itu
dikembalikan untuk kepentingan mereka yang akan menempuh hidup baru.

Karena lazimnya bahwa setelah mereka kawin mempelai laki-laki tinggal
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dirumah mempelai wanita selama mereka belum dapat mempunyai rumah
sendiri. Jadi diperlukan suatu persiapan yang lengkap dirumah orang tua si

calon istri, yang sebagian biayanya diambil dari uang jujuran.

Jujuran antara lain juga digunakan untuk membeli bahan pakaian si
gadis sendiri yang relatif menggunakan pakaian yang lebih banyak selama
upacara berlangsung, dan untuk membeli alat-alat rumah tangga yang selain
berguna dalam upacara, juga akan menjadi dasar materiil bagi rumah tangga
yang akan dibentuk.Masyarakat pulau Tarakan khususnya masyarakat suku
tidung menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah perkawinan
adalah wajib. Tidak ada pemberian jujuran tidak ada perkawinan.
Masyarakat pulau Tarakan beranggapan bahwa jujuran setingkat dengan
mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara
jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah
perkawinan. Status sosial masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara
sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya
wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan
diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita
yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan

dengan wanita yang masih perawan.

Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran
adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka

semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku pada
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masyarakat suku Tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara sejak lama dan
turun temurun. Jujuran yang telah diberikan oleh pihak pria kepada wanita
umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah

tangga yang bakal hidup berkeluarga kelak.

Akan tetapi nilai pemberian uang jujuran juga mempengaruhi
masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberikan vang jujuran sang
calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-
laki dan perempuan yang menikah tidak dalam usia yang seharusnya.
Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon mempelai laki-laki belum
sepenuhnya mampu memberikan uang jujuran yang diminta dari keluarga

calon mempelai wanita.

Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin”
sebagaimana hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika
dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana
mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang

harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang
bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita, ini artinya kedua orang yang

berlainan jenis selain terikat secara lahir, atau secara fisik, tetapi juga
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batinnya terikat. Karena itu dalam perkawinan mereka sebagai pasangan

suami istri.

Di dalam syariat Islam tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta
(kepada pihak laki-laki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai
hak dalam hal ini, ini adalah hak perempuan (calon istri), manakala beban
biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin
mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita
dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkaran.
Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan
mempermahal jujuran, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka
semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap

bujang.
Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw:

s b 1dd g
Artinya : Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.

Banyak sekali para orang tua masih belum menyadari mengenai hal ini,
dalam pemberian jujuran masih banyak berifat berlebih-lebihan bahkan
menolak untuk menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran
jujuran sesuai yang diminta dengan besaran yang memberatkan dan
menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan adalah barang dagangan,
bahkan melalui proses tawar-menawar selayaknya seorang pedagang. Selain

itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah jujuran terhadap
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masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang

terpandang jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Juyjuran dalam Tradisi
Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara

Dalam sebuah hadist Rasullullah SAW bersabda: “Perkawinan yang
paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya”. Hadist
tersebut menjelaskan bahwa sangat tidak logis jika jujuran yang diberikan
oleh calon suami sangat berlebihan, sudah sangat jelas Nabi SAW
menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki dalam
menunaikan kewajibannya membayar mahar. Nabi Muhammad SAW ketika
menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a
dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan
tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadist tersebut Nabi
Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar
kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya
dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama rahmat [i ‘Glamin tidak menyukai
penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki, demikian pula uang
jujuran yang dimaknai oleh masyarakat suku tidung sebagai mahar maka
dianjurkan pula agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat

suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan
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dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada
unsur pemborosan di dalamnya, karena Islam sangat menentang pemborosan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra’

ayat 27:!
< & i
G o MoaTEm gl o R R A
Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya.

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (raf” al-
taysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, prinsip ini
sangat ditekankan. Para wanita dikenankan meminta hal yang justru
memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak
negatif, diantaranya adalah:

a. Menikah tidak di usia yang seharusnya
b. Merupakan tuntutan dari keluarga calon mempelai perempuan
c. Mendorong terjadinya kawin lari

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara laki-
laki beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk
meneruskan perkawinan hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak
mampu membayar jujuran sesuai dengan yang diminta, bahkan dapat pula
adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pemuda tersebut karena

keinginannya yang menggebu terhadap wanita yang dilamarnya itu, guna

'Departemen Agama RI, A/-Qur’an danTerjemahannya, ( Bandung: CV PenerbitDiponegoro,
2005), 227
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wanita beserta keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh
sang pemuda tadi.

Fugaha’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas minimal
maupun batas maksimal. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan
suami sesuai dengan pandangannya yang cocok. Meski demikian, di dalam
syariat Islam terdapat anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar
yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan.
Sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Madzhab Shafi’iyah, Ahmad,
Ishaq, Abu Thaur dan Fuqaha’ Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat
bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat
menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.”

Alasannya karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang
mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa’ ayat 4.

Z 2

s A ~ _w g Z /;/5.57/, 2 ,f _— _ }}://~//~{
|5125: LI s Ao 2 0l nboa S 5 (et LoaSo S sy 2

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)
yang sedap lagi baik akibatnya.

ZAbd.RahmadGhazali, FigihMunakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 88-89 dan Abu Abdillah
Muhammad bin Idris Al-Shafi’i, A/-Umm, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 63.

3Departemen Agama R, A/-Qur’an danTerjemahannya, ( Bandung: CV PenerbitDiponegoro,
2005), 61.
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Di antara sunah hadist yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi’ah bahwa
seorang wanita dari Bani Fazara menikah dengan mahar sepasang sandal. Hal
tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun
sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadist yang diriwayatkan bahwa
Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang ingin menikah dan
memerintahkan untuk ia menikah serta memberikan mahar walaupun dengan
sebuah cincin dari besi.

Beberapa penjelasan hadist di atas menunjukkan secara tegas bahwa
tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai
material patut atau diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

Selama pemberian jujuran tidak mempersulit terjadinya pernikahan
maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan paling
penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam
memberikannya, apalagi kalau sampai berhutang untuk mencukupi biaya
jujuran tersebut guna memuaskan hati wanita yang akan dinikahinya, hal ini

dijelaskan didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana

berikut:
S e 2 TN A eyt AT
Artinya . Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu.*
Ayat tersebut diatas menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki

kesukaran bagi hamba-Nya. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat

*Departemen Agama RI, A/-Qur’an danTerjemahannya, ( Bandung: CV PenerbitDiponegoro,
2005), 22.
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mempengaruhi terhadap nilai jujuran yang diantarkan. Diantaranya adalah
status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan,
jabatan, pekerjaan, dan keturunan. Agama tidak membeda-bedakan status
sosial dan kondisi seseorang aoakah kaya, miskin, cantik, jelek,
berpendidikan atau tidak. Semua manusia di mata Allah mempunyai derajat
dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat

ayat 13:

Artinya : Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.’

Adat memang didalam hukum Islam sebagian dapat diterima, adat
seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan a/ @ ‘dah al sahihah atau sering
disebut dengan ‘urf sahihah yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa
dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Hukum Islam mengakui adat
sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan
telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan
tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan yang tetap
sudah menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan
masyarakatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan
sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat

kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik bagi

’Ibid., 412.
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masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan
dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak
sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran

Islam.

Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan
adat istiadat dalam interprestasi hukum. Sebagaimana kaidah fighiyah:
Pkt gl
Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan
terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya
gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia
menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila
terjadi perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala

kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fighiyahberikut:

7OV sV igrasigsd Jgz

Artinya : Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan
tempat.

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai

berikut:

e 1 e 9 i

(’MaimoenZubair, FormulasiNalarFighi, (Surabaya: Khalista, 2009), 267.
’Shamsu al-Din Abu ¢ Abdillah Muhammad ibnuAbiBakar, /°Jam al Muwaqi’in, Juz 111, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 32.
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Artinya : Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum,
disebabkan berubahnya zaman.

Masyarakat suku tidung didalam menjalankan kebiasaan atau tradisi
jujuran kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu
merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap
kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi pihak yang akan
menikahi wanita tidung. Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara
terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka
tidak bisa diharamkan oleh hukum Islam. Sebagaimana kaidah fighiyyah
yang berbunyi:

R A e

Artinya : Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa
dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib untuk diamalkan.

Dalam kaidah fighiyyah yang lain disebutkan:

102 G 5 &aanhal 13 83 gz lad

Artinya : Sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar’i) hanyalah
apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum.

Pemberian jujuran adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah
berlaku pada setiap orang yang bersuku tidung pulau Tarakan. Walaupun
praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian
tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan

dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan

*TohaAndiko, ZimuQawa’idFighiyyah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 157.
’Ibid., 154.
"Ibid., 155.
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dengan akidah dan syariat. Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW
bersabda:

s g Al Xg BLeE Glled )

Artinya : Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka
baik pula di sisi Allah.

Perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jumlah jujuran yang
sederhana tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita,
meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan
atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut

hukum Islam.

Namun sebagaimana yang berlaku pada masyarakat suku tidung masih
terdapat beberapa permasalahan dalam praktek tradisi pemberian jujuran
diantaranya adalah: jumlah jujuran yang diminta oleh si wanita dan
keluarganya terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya
kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut, sehingga
menyebabkan dampak-dampak negatif lainnya, pembahasan tentang jumlah
besaran jujuran yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi,
peruntukan uang jujuran yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap
orang tuanya untuk merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama
orang tuanya, uang jujuran yang dipergunakan untuk pesta perkawinan
secara besar-besaran tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahinya

tersebut, mengenai strata sosial yang membedakan jumlah jujuran yang

" A. Djazuli, Kaidah-KaidahFikih: Kaidah-KaidahHukum Islam dalamMenyelesaikanMasalah-
Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), 82.
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diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang tinggi maka uang jujuran

diberikan juga semakin tinggi.

Permasalahan-permasalah tersebut diatas sangat bertentangan dengan
nilai-nilai Islam baik yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadist
yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya sehingga jika di analisis
dengan kaidah wshul fighdengan konsep ‘urf maka hal tersebut tidak bisa
dibenarkan, karena konsep ‘urf'yang bisa dipertimbangkan dalam penerapan
hukum adalah a/-‘@dahal-shahihah yakni adat yang benar, kaidah tentang a/-

‘adah tidak bisa dipergunakan jika:

1. Al-‘Gdahbertentangan dengan Al-Quran ataupun hadist

2. Al-adah tersebut menyebabkan kemafSadatan atau menghilangkan
kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau
kesukaran.

3. Al-‘adah tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti
bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Sedangkan jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum
perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan
kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan
dalam penentuan nilai jujuran tersebut, tidak adanya unsur membesar-
besarkan atau memberatkan jumlah jujuran, memberikan hak sesungguhnya
bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah

jujuran yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang jujuran tersebut.
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Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran
maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi a/-‘adah al-

shahihah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.



